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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai media massa baik koran, televisi maupun internet sering kali
memberitakan peristiwa-peristiwa mengenai adanya suatu indikasi fraud
(kecurangan) pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang dilakukan oleh
para pegawainya. Sorotan utama topik tersebut diarahkan pada manajemen
puncak perusahaan atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi
pemerintah, namun sebenarnya penyimpangan perilaku tersebut bisa juga terjadi
di berbagai lapisan kerja organisasi. Web site surabaya pagi, pada tanggal 24
Maret 2011 memberitakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai di
sebuah Universitas. Pegawai tersebut diduga telah melakukan penggelapan asset.
Hal ini semakin membuktikan bahwa saat ini kecurangan yang dilakukan oleh
para pegawai suatu organisasi semakin meningkat. (www.surabayapagi.com)

Menurut Simanjuntak (2008) Fraud adalah suatu tindak kesengajaan
untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah
menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Secara sederhana, fraud
adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu,
menggelapkan dan mencuri. Penggelapan yang dimaksud adalah mengubah asset

atau kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk
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kepentingan dirinya. Kecurangan yang dilakukan pegawai lebih cenderung pada
tindakan penyalahgunaan asset.

Kecurangan dan kinerja yang menurun dari pegawai dapat terjadi
dikarenakan adanya motivasi di dalam diri mereka. Pada saat pegawai
menganggap keadilan di dalam organisasi yang kurang sesuai dan juga adanya
perangsang (peluang) untuk melakukan kecurangan, maka rasionalisasi
membenarkan perilaku curang tersebut. Fransiskus (2006) mejelaskan bahwa
keadilan organisasional adalah presepsi individu atau kelompok mengenai
kewajaran perilaku yang mereka terima dari sebuah organisasi tempat mereka
bekerja dan reaksi perilaku mereka terhadap presepsi tersebut. Secara spesifik,
folger dan Cropanzano (1998) vyang dikutip oleh Fransiskus (2006),
mendefinisikan keadilan organisasional sebagai suatu kondisi pekerjaan yang
mengarahkan individu pada keyakinan bahwa mereka diperlakukan secara adil
ataupun tidak adil oleh organisasi tempatnya bekerja. Lebih jauh lagi, Folger dan
Cropanzano menjelaskan bahwa keadilan organisasi merupakan sebuah motivator
penting dalam suatu lingkungan pekerjaan. Ketika individu merasakan suatu
ketidakadilan, moral mereka akan turun, sehingga kemungkinan besar mereka
akan meninggalkan pekerjaannya, dan bahkan mungkin membalas dendam
terhadap organisasinya, misalnya melakukan kecurangan.

Niswoger (1999:181-184) menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu,
ketentuan hukum digunakan untuk mengendalikan perilaku manusia.
Sebagaimana dengan kehidupan sehari-hari, organisasi atau perusahaan juga

mempunyai berbagai kendali untuk mengarahkan perilaku karyawan agar



mengarah kepada tujuan perusahaan. Pengendalian internal dapat melindungi
aktiva dengan mencegah pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau
penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran yang
paling serius atas pengendalian internal adalah penggelapan oleh pegawai.
Penggelapan oleh pegawai merupakan tindakan yang disengaja untuk menipu
perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan yang dilakukan oleh pegawai
tersebut bisa mengambil bentuk mulai dari pelaporan beban yang berlebihan
untuk ongkos perjalanan agar mendapat uang pengganti yang lebih besar dari
perusahaan hingga penyelewengan mencapai jutaan rupiah. Pengendalian internal
ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan
dicapai, termasuk pencegahan penggelapan. Dengan adanya kebijakan ini dapat
mendorong pegawai untuk menaati prosedur yang digariskan, di samping itu
kesalahan atau penggelapan yang terjadi bisa dideteksi.

Turnbull Report (Effendi:1) menjelaskan bahwa suatu sistem
pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko
yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset
perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari
corporate governance yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten
di suatu organisasi. Sehingga, tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian
internal dalam suatu perusahaan merupakan salah satu penyebab timbulnya
berbagai macam tindak kecurangan di lingkungan organisasi tersebut.

Selain itu, banyak bukti yang menunjukkan bahwa prosedur

pengendalian internal merupakan elemen yang penting dalam mencegah dan



mendeteksi kecurangan. Peterson Dan Gibson (2003), mengungkapkan bahwa
prosedur pengendalian internal yang jelek dipandang sebagai faktor dimana
memungkinkan kecurangan untuk terjadi. Kualitas pengendalian internal dinilai
melalui efektivitas pengendalian internal tersebut. Mengacu kerangka Kkerja
Committee on Sponsoring Organization (COSO), yang selanjutnya disebut
COSO, pengendalian internal adalah :
“Internal control is broadly defined as a process effected by an entity’s
board of directors, management, and other personnel, designed to provide
reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the
following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability
of financial reporting, and compliance with applicable laws and
regulations.”

Pengendalian internal menurut COSO terdiri dari lima komponen,
yaitu: lingkungan pengendalian yang didalamnya terdapat lingkungan etika
perusahaan, aktivitas pengendalian (aktivitas internal audit), penilaian menajamen
risiko yang salah satunya adalah melakukan pelatihan manajemen risiko,
information and communication, dan monitoring. Komponen-komponen tersebut
sangatlah mempengaruhi kualitas pengendalian internal yang dilihat dari
efektifitasnya pengendalian internal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lebih lanjut dari penelitian yang
dilakukan oleh Rae dan Subramaniam (2008) yang menunjukkan bahwa
kecurangan pegawai tampaknya lebih tinggi ketika kualitas pengendalian internal
dan persepsi keadilan organisasional oleh pegawai menurun. Dengan demikian,
strategi pengendalian manajemen untuk meminimalkan kecurangan pegawai perlu

mempertimbangkan baik kualitas pengendalian internal dan keadilan

organisasional. Selain itu dalam penelitian ini juga mejelaskan bahwa lingkungan



etika perusahaan, pelatihan manajemen risiko, dan aktivitas internal audit dapat
meningkatkan kualitas pengendalian internal. GAO (2001) menjelaskan bahwa
sebuah organisasi harus memiliki informasi yang dapat dipercaya dan relevan
sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik yang nantinya dapat diandalkan
untuk tercapainya tujuan internal (meningkatnya kualitas pengendalian internal).
Sedangkan, kegiatan monitoring dapat dilakukan salah satunya dengan memantau
kebijakan dan prosedur yang diberlakukan pada organisasi sehingga kualitas
pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, pengendalian internal dapat digunakan untuk
menilai Kinerja pegawai dengan memperhatikan kepuasan pegawai untuk bekerja
dengan maksimal dan mengurangi ketidakpuasan pegawai dalam bekerja yang
nantinya menimbulkan penyimpangan yang dilakukan pegawai seperti penipuan,
salah saji atas laporan keuangan, dan manipulasi keuangan. Dalam hal ini
pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap keadilan organisasi pada
pegawai, apabila keadilan untuk pegawai terpenuhi dengan baik maka
produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat sehingga dapat
mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Primastuti (2006) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal
dikatakan berkualitas apabila sistem tersebut telah dirancang dengan baik dan
dilaksanakan secara efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga
tercapailah tujuan dari suatu organisasi. Melihat pentingnya hubungan keadilan
organisasional dan kecurangan pegawai Yyang dimoderasi oleh kualitas

pengendalian internal. Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut



dengan menggunakan auditor internal pada purguruan tinggi di Surabaya yang
termasuk dalam daftar dikti sebagai responden, antara lain: Universitas Kristen.
Petra, Universitas Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Katolik Widya
Mandala, dan STIE Perbanas Surabaya. Sejak peluncuran kegiatan Penjamin
Mutu di perguruan tinggi dianut bahwa Ditjen Dikti hanya memberikan inspirasi
tentang Penjaman Mutu, sedangkan implementasinya harus mampu dilakukan
sendiri oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan sejarah, budaya, kapasitas, dan
visi serta misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perguruan-

perguruan tinggi semakin meningkatkan pelayanan mutunya. (www.dikti.go.id)

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini ditujukan
untuk mengetahui “Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan

Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas pengendalian internal merupakan moderating antara
persepsi keadilan organisasional terhadap kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan?

2. Apakah lingkungan etika perusahaan merupakan variabel anteseden
terhadap kualitas pengendalian internal perusahaan?

3. Apakah aktivitas internal audit merupakan variabel anteseden terhadap

kualitas pengendalian internal perusahaan?
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4. Apakah pelatihan manajemen risiko merupakan variabel anteseden
terhadap kualitas prosedur pengendalian internal perusahaan?

5. Apakah communication and information merupakan variabel anteseden
terhadap kualitas pengendalian internal perusahaan?

6. Apakah monitoring merupakan variabel anteseden terhadap kualitas

pengendalian internal perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah
1. Untuk menjelaskan hubungan keadilan organisasional terhadap
kecurangan pegawai dengan moderating kualitas pengendalian internal.

2. Untuk menjelaskan pengaruh lima komponen pengendalian internal yaitu :
lingkungan etika perusahaan, aktivitas internal audit, adanya pelatihan
manajemen risiko, communication and information, dan monitoring

terhadap kualitas pengendalian internal.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.

Dengan adanya informasi mengenai pentingnya peran pengendalian
internal dalam organisasi, diharapkan perusahaan—perusahaan Indonesia
dapat lebih berkomitmen dalam memperbaiki kualitas pengendalian
internal di organisasi mereka dan juga menningkatkan keadilan
organisasional untuk mencegah dan mengatasi kecurangan yang dilakukan
oleh pegawai perusahaan.

Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih

lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan dibagi dalam tiga bab. Adapun

sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA



Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi
pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah
penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam
landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB Il : METODO PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi operasional yang terdapat dalam
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, metode analisis yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

BAB V

Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan
membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam

penelitian.

: PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan
dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang

terkait.





